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Y ang dapat melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum dengan diterbitkannya UU 2/2012 adalah Instansi. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui implikasi yuridis berlakunya UU 2/2012 bagi PT PLN (Persero)
terhadap proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka
penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat serta bagaimanakah penggantian atas
tanah, bangunan, tanaman yang berada di bawah sepanjang jalur transmisi dalam
rangka Penugasan Pemerintah kepada PT PLN (Persero) dalam pembangunan
transmisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
dimana bidang yang diteliti adalah bidang hukum. Bentuk penelitian dalam
penulisan ini adalah Penelitian Preskriptif yang tujuannya memberikan jalan
keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Alat Pengumpulan Data dengan
studi dokumen. Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data
sekunder sedangkan data primer hanya sebagai penunjang. Data sekunder
diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, data diolah dan diandlisis
dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data bersifat Deduktif-induktif.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik
Negaratermasuk dalam kategori Instansi, apabila mendapatkan penugasan khusus
dari Pemerintah. Jikatidak dengan Penugasan Pemerintah, walaupun peruntukan
pembangunannya termasuk dalam kategori untuk kepentingan umum tidak dapat
menggunakan mekanisme dan prosedur sesuai dengan UU 2/2012. Pemerintah
dapat memberikan Penugasan Khusus kepada PT PLN (Persero). Untuk
Penugasan Khusus Pemerintah dalam rangka membangun transmisi pengadaan
tanahnya dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur UU 2/2012.
Dengan demikian penggantian kepada pihak yang berhak atau pihak yang
memiliki tanah, bangunan, tanaman adalah ganti kerugian maka seluruh tanah,
bangunan, tanaman baik yang digunakan langsung maupun tidak langsung
digunakan untuk pembangunan transmisi akan menjadi milik PT PLN (Persero),
sebab dengan memberikan ganti kerugian maka akan terjadi pelepasan dan
penyerahan hak untuk tanah, bangunan, tanaman yang telah diberikan ganti
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kerugian tersebut. Hal tersebut mengakibatkan dana yang dikeluarkan untuk
pengadaan tanah akan sangat besar.



